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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 33
Tahun 2014 Terhadap Jual Beli Otak-Otak Bandeng Arif Jaya Yang Sertifikat
Halalnya Kadaluarsa Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan
bagaimana praktik jual beli otak-otak bandeng Arif Jaya di desa Kalanganyar
kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana Analisis Hukum Islam dan
UU No. 33 Tahun 2014 terhadap jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang
sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), teknik
pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.
Kemudian data yang dikumpulkan yaitu mengenai profil desa Kalanganyar,
sejarah berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya, praktik jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan
teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa praktik jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
dalam praktik jual beli Otak-otak Bandeng ini sah karena telah memenuhi rukun
dan syarat jual beli. Namun, terdapat ke-gharar-an pada Sertifikat Halal yang
tercantum dalam kemasan yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah
kadaluarsa. Maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli Otak-otak Bandeng ini
ialah fasakh. Tetapi, dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2014 mengenai
bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk, Otak-otak Bandeng Arif
Jaya telah menggunakan bahan sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang
tersebut dan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dimana Otak-otak Bandeng
Arif Jaya menggunakan bahan hewani yang halal yaitu ikan bandeng dan bahan
pelengkap lainnya yang didapatkan pemilik secara halal. Tetapi Otak-otak
Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal 27 Undang-undang Nomor 33 Tahun
2014 akibat dari tidak memperpanjang Sertifikat Halal yang kadaluarsa dan dapat
dikenai sanksi administratif.

Sehubungan dengan hasil dari penelitian di atas, maka disarankan kepada
pelaku usaha hendaknya segera mendaftarkan ulang/memperpanjang Sertifikat
Halal pada produk, dan untuk konsumen diharapkan untuk lebih teliti dalam
memahami dan membaca label pangan yang ada pada kemasan produk.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk
yang mayoritasnya menganut agama Islam. Besarnya mayoritas muslim di
Indonesia ini membuat peluang bagi pelaku pasar untuk mengelola
produk-produk yang halal. Halal dan haramnya suatu produk merupakan
suatu hal penting bagi umat muslim karena menyangkut keimanan dan
kepercayaan masyarakat. Maka wajar halnya apabila masyarakat Indonesia
sangat sensitif terhadap status kehalalan sebuah produk yang nanti akan
dikonsumsinya.

Makanan merupakan sumber energi utama bagi manusia untuk
memenuhi  kebutuhannya. Sebagai konsumen muslim masyarakat
Indonesia akan sangat selektif dalam mengonsumsi bahan pangan yang
berstatus halal. Suatu makanan dapat dikatakan halal apabila dilihat
berdasarkan sifat dan cara seseorang mendapatkan makanan tersebut.
Dalam Islam, perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan
larangan untuk mengonsumsi makanan yang haram terdapat pada Quran :

2:168.

817 ol gt 1515 V597 b e o33 oG il @
Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-



langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.”'

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak hanya aspek halal saja yang
perlu dikonsumsi manusia dalam syariat Islam melainkan aspek baik,
bermanfaat, bersih dan tidak menjijikkan perlu diperahatikan pula untuk
dikonsumsi. Konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan dan perolehan
kenikmatan tidak dilarang dalam Islam selagi hal itu tidak mengandung
kemudharatan.” Allah telah memberikan tuntunan kepada manusia agar
mereka membeli dan mengonsumsi sesuatu yang halal lagi thayyib. Yang
mana halal berarti sesuatu dibolehkan, sedangkan thayyib berarti baik.
Baik di sini mencakup dari segi keselamatan, kesehatan, lingkungan,
keadilan serta keseimbangan alam.

Produk halal merupakan sebuah produk yang telah memenuhi
status kehalalan sesuai yang ada pada syariat Islam, dimana bahan yang
digunakan dalam membuat produk tersebut tidak mengandung bahan-
bahan yang diharamkan serta mengandung kemudharatan dan
membahayakan bagi kesehatan seperti babi atau yang berasal dari babi,
organ tubuh manusia, kotoran-kotoran serta mengandung khamar.’
Rasullullah Saw telah mengajarkan kepada para umatnya dalam hal

perniagaan untuk menjadi penjual yang jujur terhadap kondisi barang yang

dijualnya. Allah SWT berfirman dalam Quran : 4 : 29.

" Departemen Agama RI, 4I-Qur’an Terjemah dan Tajwid (Bandung: Sygma Creative Media

Corp, 20

14), 25

> Amin Suma, Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015),

188-189.

* Girindra A, Pengukir Sejarah Sertifikat Halal (Jakarta: LP POM MUI 2005), 67.
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’*

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwasanya kegiatan jual-beli
harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan seorang penjual harus
mengatakan dengan sejujurnya kepada sang pembeli mengenai kondisi
barang yang akan dibelinya agar terhindar dari kebathilan dan juga unsur
jual beli gharar.

Jual beli gharar ialah suatu akad yang mengandung unsur
penipuan, karena tidak adanya kepastian mengenai ada atau tidaknya
obyek akad, besar kecil jumlahnya obyek akad, dan juga saat proses
penyerahan obyek akad tersebut.

Untuk meyakinkan bahwa suatu produk terjamin kehalalannya hal
tersebut dapat dilihat dari salah satu label yang ada pada kemasan yaitu
label pangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Label dan Iklan Pangan menjelaskan Label pangan adalah setiap
keterangan mengenai pangan yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke

dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang

selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut Label.

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah ..., 83



Salah satu label pangan yang sering digunakan oleh para produsen
makanan atau minuman yaitu sertifikat Halal MUI Sertifikat ini
merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan
kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Lembaga sertifikasi
halal yang diakui dan berlandaskan hukum adalah LPPOM MUI, sehingga
bila perusahaan akan melakukan perpanjangan sertifikasi halal juga tetap
harus melalui LPPOM MUI di provinsi setempat, bukan lembaga lain..’
Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
menjelaskan dalam pemberian sertifikasi halal, hal yang dikaji dan diteliti
tidak sekedar bahan-bahan yang digunakan saja melainkan mencakup
persediaan  barang, pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kemudian diuji oleh
LPPOM-MUI melalui beberapa tahap sehingga produk tersebut
mendapatkan sertifikasi halal yang ditandai dengan label halal pada
kemasan produknya yang menjadi acuan informasi agar dapat diketahui
oleh konsumen.

Adanya labelisasi halal pada produk pangan kosmetika dan obat-
obatan membuat konsumen lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu
produk tersebut meskipun tanpa memiliki pengetahuan mendalam
mengenai  bahan-bahan yang digunakan pada produk apabila
memungkinkan menggunakan bahan yang haram. Maka masyarakat akan

merasa aman saat membeli dan mengkonsumsi suatu produk yang telah

> Wahyu Susihono, “Halal Produk Tidak Perlu Pakai 100% Halal”, http:/Ippom-

muibanten.org/?page=Informasi&sub=Detil&id=140 diakses pada Sabtu, 27 Maret 2021 pukul
13.47




berstatus halal. Selain itu suatu produk yang telah memiliki label halal
juga dapat melindungi para produsen dari tuntutan masyarakat dikemudian
hari dan juga dapat memperkuat serta meningkatkan image dan nilai jual
suatu produk atau biasa disebut dengan promosi.

Di Indonesia sendiri lembaga pertama yang memelopori dan
dianggap satu-satunya dalam pemberian sertifikasi halal pada setiap
produk yang beredar diberlakukan oleh LPPOM MUI (Lembaga
Pemeriksa Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia).®
LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti,
mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik
pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman
dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam
yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim
khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi,
merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.
Lembaga ini didirikan atas keputusan mendukung Majelis Ulama
Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan perizinan nomor
018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari
1989.

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo

% Anton Apriyantono dan Nurbowo, Panduan Belanja dan Konsumsi Halal (Jakarta: Khairun
Bayan, 2003), 36.

7 Wikipedia, “LPPOM MUI”, https:/id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI diakses pada Sabtu, 27
Maret 2021 pukul 13.43




Bambang Yudhoyono. Namun sampai saat ini ketentuan mengenai
sertifikat halal tersebut masih banyak dari para pengusaha yang belum
mentaatinya. Salah satunya yaitu mengenai pencantuman label sertifikasi
halal pada kemasan produk mulai dari pengajuan sertifikasi halal, proses
yang dilakukan, serta masa berlaku seritikasi halal tersebut. Hal ini
didukung pula bahwasanya masyarakat Indonesia lebih mementingkan
untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa dibandingkan dengan label halal
pada kemasan suatu produk. Apalagi sosialisasi mengenai kehalalan suatu
produk sangat kurang dilakukan kepada masyarakat Indonesia alhasil
hanya sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya untuk mencari tahu
status kehalalan produk yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu dalam
hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli yang
dilakukan dengan pencamtuman label sertifikasi halal pada kemasan
produk oleh salah satu pengusaha.

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila transaksi jual beli
dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya yaitu berlaku jujur
dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Secara
global akad jual beli harus terhindar dari enam macam ‘aib, yaitu
teterhindar dari unsur ketidakjelasan (jihalah), pemaksaan (al-ikrah),
pembatasan dengan waktu (at-fauqit), penipuan (gharar), kemudharatan

(dharar), dan syarat-syarat yang merusak.®

¥ Ahmad Wardi Muslich, F iqh Muamalat, (Jakarta, Amzah: 2010), 190



Di desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau
yang biasa disebut dengan Kampung Iwak dimana mayoritas
masyarakatnya bermata pencaharian di laut atau perairan yang kebanyakan
membudidayan ikan bandeng, dan ikan bandeng inilah yang menjadi ikon
di desa Kalanganyar tersebut. Terdapat banyak sekali kelompok UKM
(Usaha Kecil dan Menengah) yang mengelola ikan bandeng sebagai
olahan makanan jadi salah satunya yaitu Arif Jaya yang mengelola ikan
bandeng menjadi makanan jadi Otak-otak bandeng dengan pemilik
bernama Ibu Suci. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Suci ini telah berjalan
kurang lebih 15 tahun. Dalam karirnya sebagai seorang pengusaha olahan
ikan bandeng banyak kegiatan pelatihan-pelatihan yang beliau ikuti dari
lembaga-lembaga yang turut serta dalam rangka memunculkan ide dan
inovasi baru untuk mengolah ikan bandeng menjadi berbagai macam
masakan serta mengenai bagaimana mengemas sebuah produk agar lebih
menarik.’ Salah satunya yaitu dengan pemberian label halal pada kemasan
ikan olahan bandeng.

Pemberian label halal pada kemasan tidak dilakukan hanya dengan
memberi stempel halal yang bertuliskan Arab pada kemasan, melainkan
pemberian label halal ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada
pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal,
mulai dari pendaftaran, analisis, pengujian hingga pemberian status halal

pada sebuah produk. Para lembaga yang ikut andil dalam pelatihan

® Bu Suci, Pemilik Arif Jaya, Wawancara, Sidoarjo, tanggal 7 Maret 2021 pukul 10.50



kewirausahan tersebut juga memberikan edukasi tentang bagaimana agar
sebuah produk memperoleh sertifikat halal, tak sedikit pula yang
menawarkan untuk pengkolektifan pendaftaran sertifikasi halal tanpa
dipungut biaya sepeserpun. Hal inilah yang menarik pengusaha olahan
ikan bandeng untuk segera mendaftarkan produknya agar memiliki daya
tarik pembeli termasuk Ibu Suci sang pemilik Arif Jaya. Namun
pengkolektifan seperti ini pun tidak sering pula diadakan, jadi masih ada
beberapa pengusaha ikan olahan bandeng lainnya yang belum sempat
mendaftarkan atau memperpanjang sertifikat halal yang habis masa
berlakunya. '’

Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014
tentang Jaminan Produk halal dijelaskan apabila produsen ingin
mendaftarkan sertifikasi halal produknya secara individu, pembebanan
biaya pendaftaran ini dibebankan kepada produsen yang mendaftar. Dan
juga dalam Pasal 42 ayat (1) dijelaskan mengenai jangka waktu
berlakunya sertifikat halal adalah selama 4 tahun, apabila sudah lewat dari
masa berlaku sertifikat halal tersebut maka pelaku usaha wajib untuk
memperpanjangnya. Sedangkan sertifikat halal yang dimiliki oleh Otak-
otak Bandeng Arif Jaya sudah sudah lewat masa berlakunya sejak tahun
2012. Oleh sebab itu pengusaha ikan olahan bandeng desa Kalanganyar ini

lebih memilih untuk menunggu kolektifitas dari para lembaga yang

' Bu Suci, Pemilik Arif Jaya, Wawancara, Sidoarjo, tanggal 7 Maret 2021.



menawarkan dengan tetap mencantumkan label sertifikasi halal yang telah
kadaluarsa tersebut pada kemasan produknya.

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, penulis tertarik
untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengkaji hukumnya dalam
tinjauan hukum Islam dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap Sertifikat Halal
Kadaluarsa Pada Otak-Otak Bandeng Arif Jaya Di Desa Kalanganyar

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”

. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis
mengidentifikasikan  masalah-masalah  yang kemungkinan dapat
ditimbulkan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Praktik jual beli otak-otak bandeng yang sertifikat halalnya sudah
kadaluarsa.

2. Jual beli gharar dalam hukum Islam.

3. Ketentuan menganai sertifikat halal kadaluarsa menurut Undang-
undang No. 33 Tahun 2014 dan menurut hukum Islam.

4. Faktor yang membuat penjual tidak memperpanjang sertifikasi

kehalalan produk.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan

membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut, yang meliputi :
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1. Praktik jual beli bandeng otak-otak Arif Jaya yang serfikt halalnya
sudah kadaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo.

2. Analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
terhadap sertifikat halal kadaluarsa pada otak-otak bandeng Arif Jaya

di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang
terurai di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah nya sebagai
berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli bandeng otak-otak Arif Jaya yang sertikat
halalnya sudah kadaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati
Kabupaten Sidoarjo yang sertifikat halalnya telah kadaluarsa ?

2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 terhadap sertifikat halal kadaluarsa pada otak-otak
bandeng Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten

Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas yang menjelaskan tentang
kajian atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seputar masalah

yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini
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tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian

yang telah ada.'' Berdasarkan pengertian tersebut, penulis memaparkan

beberapa penelitian yang telah dibahas sebelumnya yang berkaitan dengan
penilitian yang akan penulis teliti saat ini, diantaranya yakni :

1. Skripsi karya Fatkhurrohmah dari Universitas Negeri Yogyakarta
tahun 2015 yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman Label Halal dan
Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan
Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al
Barokah)”. Dalam skipsi ini penulis menjelaskan bahwa terdapat
pengaruh secara signifikan dari faktor sosial terhadap pemahaman
label halal pada santri mahasiswa pondok pesantren Al Barokah dalam
niat membeli makanan kemasan berlabel halal. Hal tersebut
membuktikan bahwa pemahaman konsumen terhadap label halal
memberikan pengaruh positif terhadap niat konsumen dalam membeli
makanan kemasan berlabel halal. Artinya adanya label halal pada
produk makanan kemasan ini sangatlah penting bagi santri mahasiswa
pondok pesantren Al Barokah karena dalam konteks ini pengetahuan
mereka tentang makanan yang halal menurut Islam seharusnya
terimplementasikan dalam memilih ketentan jenis makanan yang halal
dikarenakan konsumen muslim tidak memiliki pengetahuan mendalam
untuk menilai produk itu halal atau tidak, oleh sebab itu perlu adanya

lembaga yang dapat memberikan uji produk untuk sertifikasi halal

" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 8.
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sebuah produk yaitu LPPOM-MUL'? Persamaan dengan skripsi ini
yaitu sama-sama membahas mengenai labelisasi halal pada sebuah
produk makanan, bedanya dengan penelitian yang akan penulis
lakukan yaitu mengenai proses pencantuman labelisasi halal pada
sebuah produk olahan ikan bandeng.

2. Skripsi karya Sudarni dari Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar tahun 2014 yang berjudul: “Pengaruh Labelisasi Halal
Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan (Studi pada
Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten
Gowa)”. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan berdasarkan hipotesis
yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini menunjukkan bahwa
labelisasi halal sangatlah berpengaruh signifikan terhadap perilaku
konsumen pada masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan
Sungguminasa Kabupaten Gowa dalam memilih produk makanan. Hal
ini dibuktikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti di
lingkup sekitar RT/RW bahwa variabel labelisasi halal (X) memiliki
pengaruh kontribusi besar sebesar 98,5% terhadap perilaku konsumen
memilih produk makanan dan sisanya 1,5% dipengaruhi oleh faktor-
faktor selain labelisasi halal seperti harga makanan, merek makanan

dan lain-lain."® Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama

"2 Fatkhurrohmah, “Pengaruh Pemahaman Label Halal dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli
Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al
Barokah) ”, Skripsi—Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta , 2015).

" Sudarni, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Memilih Produk Makanan
(Studi pada Masyarakat di RT/RW: 002/008 Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa)”,
Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2014).
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membahas mengenai adanya label halal pada kemasan produk
makanan. Bedanya peneliti sebelumnya hanya meneliti minat
masyarakat mengenai pentingnya pencantuman labelisasi halal pada
kemasan makanan sedangkan penulis akan meneliti mengenai
pencantuman labelisasi halal yang telah kadaluarsa pada Otak-otak
Bandeng Arif Jaya.

3. Skripsi karya Andy Gunawan dari Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar tahun 2017 yang berjuul: “Perlindungan Hukum Bagi
Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal (Studi Lapangan
LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar). Penelitian ini
membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen terhadap
makanan yang halal yaitu dengan penerbitan sertifikasi halal oleh
LPPOM-MUI. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM-MUI
ini dilakukan dengan cara survey pasar dan melakukan mekanisme
pelaporan implementasi, apabila telah ditemukan suatu perusahaan
yang telah menerima sertifikasi halal namun ia mengubah status
produksinya hingga berubah pula status kehalalannya maka tanpa
adanya surat peringatan, sertifikasi halalnya akan dicabut dan
dipublikasi.'"* Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama
membahas mengenai pencantuman label halal pada sebuah produk,
bedanya skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan

konsumen terhadap status kehalalan produk yang akan dikonsumsinya,

'* Andy Gunawan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel
Halal (Studi Lapangan LPPOM MUI Sulawesi Selatan di Kota Makassar) ”(Skripsi—UIN Alauddin
Makassar, Makassar, 2017).
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sedakan penulis akan meneliti tentang pencantuman label halal yang
ada pada kemasan olahan ikan bandeng.

4. Jurnal karya Yeti Eka Yunianti dari Universitas Suryakancana tahun
2019 yang berjudul : “Studi Kasus Pencantuman Label Tidak Halal
Pada Obat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini membahas
mengenai tidak dicantumkannya label halal dan tidak halal pada obat-
obatan yang diedarkan oleh apotek yang ada di Kabupaten Cianjur.
Dari sekitar 355 jenis obat-obatan yang diteliti hasilnya hampir semua
obat tersebut tidak terdapat label halal atau tidak halal pada
kemasannya. Sedangkan dari 20.000 obat-obatan yang beredar di
Indonesia hanya 22 jenis obat-obatan yang tercantum label halal dan
tidak halalnya. Padahal pada Pasal 26 telah dijelaskan bahwa pelaku
usaha diwajibkan mencantumkan label halal pada produknya dan pada
Pasal 27 dijelaskan apabila pelaku usaha tidak mencantumkannya
maka dapat dikenai sanksi administratif. Saat diwawancarai pihak
farmasi mengatakan adanya karena bahan baku obat sulit ditemukan
dan sulit dalam mencari penggantinya, dan juga kurangnya peralatan
yang digunakan dalam meneliti bahan baku tersebut halal atau
haramnya karena peralatan yang digunakan harus dipisahkan. "

Persamaan penelitian penulis dengan jurnal ini yaitu sama-sama

membahas mengenai labelisasi halal sebuah produk, bedanya pada

" Yeti Eka Yuniati, “Studi Kasus Pencantuman Label Tidak Halal Pada Obat Dihubungkan
Dengan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Jurnal Hukum
Mimbar Justitia, Vol. 5 No. 2, (Desember, 2019).
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jurnal ini pelaku usaha tidak mencantumkan label halal atau tidak
halalnya sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pelaku usaha
telah mencantumkan label halal pada produknya akan tetapi sudah
kadaluarsa.

Jurnal karya Cut Nurkaulan Karima dan Rismawati dari Universitas
Syiah Kuala tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Konsumen
Terhadap Pencantuman Label Halal Secara Tidak Sah Pada Rumah
Makan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”. Penelitian ini
menjelaskan mengenai terdapat 3 (tiga) rumah makan di Kota Banda
Aceh mencantumkan label halal secara tidak sah, karena
mencantumkan label halal tetapi tidak mempunyai sertifikat halal dari
LPPOM MPU Aceh. Mereka mengatakan mengelola makanan dan
minuman pada tempat usahanya tersebut secara halal, baik dari bahan
baku, proses pengolahan, penyimpanan sampai kepada penyajiannya.
Dan mereka juga tidak mengetahui bahwa harus mempunyai sertifikat
halal terlebih dahulu baru boleh mencantumkan label halal.
Mencantumkan label halal pada tempat usaha itu adalah dengan tujuan
untuk membuat konsumen merasa yakin dan percaya bahwa makanan
dan minuman pada rumah makan tersebut halal sifatnya. Padahal
Pelaku usaha dilarang mencantumkan label halal terhadap produk yang
belum memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh (Pasal 35

huruf b Qanun SJPH) ataupun pada rumah makannya apapun
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alasannya, karena belum diuji kebenaran pernyataan halal tersebut.'®
Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama
membahas mengenai pencantuman label halal, bedanya pada penelitian
ini label yang dicantumkan merupakan label yang tidak resmi
sedangkan penelitian yang diteliti mengenai pencantuman label halal
yang telah resmi.
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian
yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktik jual beli otak-
otak bandeng Arif Jaya yang sertifikat halalnya sudah Kadaluarsa di
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-undang
Nomor 33 tahun 2014 terhadap jual beli otak-otak bandeng Arif Jaya
yang Label Halalnya suah Kadaluarsadi Desa Kalanganyar Kecamatan

Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap agar hasil dari
penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat oleh penulis dan

para pembaca. Adapun kegunaan hasil penelitian ini yaitu :

'® Cut Nurkaulan Karima, Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal
Secara Tidak Sah Pada Rumah Makan (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh), Jurnal Ilimiah
Mahasiswa, Vol. 3 No. 2 (Mei, 2019).
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1. Dari segi teoritis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi
wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam
pengetahuannya dalam hal bermuamalah, khususnya memahami jual
beli gharar dan undang-undang jaminan produk halal pada suatu
produk yang akan dikonsumsi.

2. Dari segi praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperhatikan status
kehalalan produk yang akan dikonsumsinya agar kita sebagai
konsumen tidak merasa dirugikan. Dan juga bagi pelaku usaha untuk
meningkatkan kesadaran bahwa status kehalalan pada sebuah produk
merupakan bagian terpenting bagi umat muslim dalam hal keimanan

dan kepercayaan.

G. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk membuat penjelasan tentang
pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian
agar bisa dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau
mengukur  variabel tersebut melalui sebuah penelitian.'’ Agar
mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pendapat
pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka beberapa istilah perlu

mendapatkan penjelasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

"7 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 8.
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1. Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Swt untuk
kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat.'® Hukum Islam
yang dipakai dalama teori ini yaitu Jual beli yang mana jual beli ialah
kegiatan tukar menukar barang dan jasa yang dilakukan dua orang atau
lebih dengan unsur suka sama suka.

2. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
adalah undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan hukum
yang diberikan oleh pemerintah oleh konsumen muslim dalam memilih
dan mengonsumsi produk halal dengan cara diberikannya sertifikasi
label halal pada produk tersebut. Pada pasal 42 dijelaskan bahwa
seritifkat halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan dan pelaku
usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat 3 bulan
sebelum masa berlaku sertifikat halal tersebut berakhir.

3. Jual beli otak-otak bandeng. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar
barang atau benda yang mempunyai nilai, kegunaan, dan manfaat yang
dilakukan secara suka rela dan suka sama suka antara kedua belah
pihak sesuai dengan hukum syara’."” Objek dari jual beli ini adalah

Otak-otak Bandeng Arif Jaya di Desa Kalanganyar.

""Muchammad Ichsan, MA, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah
Gramasurya, 2015, 2
' Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah Cet Ke-1, (Jakarta, Amzah, 2010), 173
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H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu sistematika dan prosedur yang
harus dilakukan dengan tanpa meninggalkan setiap unsur dan komponen
suatu penelitian yang diperlukan untuk membuat suatu metode ilmiah.
Bisa dikatakan jalan satu-satunya yang harus ditempuh yaitu memperoleh
cara dalam metode penyajian yang efektif dan efisien, agar mendapatkan
tujuan dan sasaran sesuai yang diinginkan dapat tercapai.”’
Agar dalam penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar,
penulis menggunakan metode penelitian dalam skripsi sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian
lapangan (field research) yang mana penelitian yang dilakukan ini
bertujuan untuk mengetahui sistematika penelitian dengan
menguraikan keadaan dan fenomena objek data yang ada di
lapangan.”' Dalam penelitian jenis ini peneliti melakukan interaksi
langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar memperoleh
informasi mengenai data yang dibutuhkan.
Untuk metode penelitian ini penulis menggunakan metode
pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan tidak

menggunakan angka untuk proses pengolahan datanya, melainkan

* Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 14.
*! Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.
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pengolahan data didapat dari kerangka logis, sistematis, sehingga
menjadi kesatuan yang utuh.?
2. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil dari pengukuran dan pengamatan indera yang
mengungkapkan fakta seperti karakter tertentu yang diperoleh dari
pengamatan.” Pada penelitian ini data yang dikumpulkan adalah :
a. Praktik jual beli otak-otak bandeng di desa Kalanganyar
b. Sertifikat Halal yang sudah kadaluarsa
c. Profil Desa Kalanganyar
d. Profil UD. Arif Jaya

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan
data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu
diperoleh.**Agar skripsi ini memperoleh data yang kompleksdan
komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul
penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi
dua, yaitu:
a. Sumber Data Primer

Sumber Primer yang dari penelitian ini adalah:
1) Ibu Suci selaku pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya
2) Ibu Khusnul Khotimah selaku reseller Otak-otak Bandeng

Arif Jaya

* Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 2000), 3
» Ulber Silalahi,Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Rafika Aditama, 2010), 280
** Muharto, Metode Penelitian Sistem Informasi, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 82
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3) Bapak Muchsin selaku reseller Otak-otak Bandeng Arif Jaya
4) Ibu Mufidah pembeli Otak-otak Bandeng Arif Jaya
5) Ibu Asmaul pembeli Otak-otak Bandeng Arif Jaya
6) Mbak Afifah pembeli Otak-otak Bandeng Arif Jaya
b. Sumber Data Sekunder
Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa:
1) Sertifikasi Halal MUI
2) Kemasan Bandeng Otak-otak Arif Jaya
3) Papan Nama Otak-otak Bandeng Arif Jaya
Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa
tektik pengumpulan data sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi adalah sebuah penggalian data yang dilakukan
dengan cara mengamati objek secara langsung, keadaan atau hal
lain yang menjadi sumber data. Dalam penelitian ini dimaksudkan
untuk mendapatkan data mengenai praktik jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.
b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam proses
penelitian yang berlagsung secara lisan dimana terjadi antara dua
orang atau lebih yang bertatap muka yang mendengarkan secara

langsung informasi-informasi atau keterangan yang sedang
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disampaikan. Narasumber dalam penelitian ini yaitu pelau usaha
atau pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya dan juga beberapa
pembelinya yang termasuk sebagai re-seller. Dalam wawancara ini
diharapkan peneliti bisa memperoleh data yang wvalid terkait

transaksi jual beli tersebut.

c. Dokumentasi
Dokumentasi yang digunakan adalah data-data mengenai
deskripsi umum desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo serta dokumen —dokumen yang berkaitan praktik jual beli
bandeng otak-otak Arif Jaya.
Teknik Analisis Data

Dalam penelitian terhadap praktik jual beli Otak-otak Bandeng

Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif

Yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta
menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah
untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan
sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.>> Metode
ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai Jual beli

Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang Sertifikat Halalnya sudah

# 1bid., 222.
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Kadaluarsa menurut pandangan Hukum Islam dan Undang-undang
No. 33 Tahun 2014.
Pola Pikir Deduktif

Penulis menggunakan pola pikir deduktif dalam penelitian
ini yang berarti menggunakan pola pikir yang mengacu pada teori-
teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan

berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.*

Pola pikir ini
mengacu pada teori-teori jual beli menurut fugqaha, kemudian
dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan berdasarkan Undang-
undang No. 33 Tahun 20014 terhadap praktik jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati

Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini,

maka penulis akan membagi sistematika pembahasan ke dalam beberapa

bab. Sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 5 (lima) bab. Tiap-tiap

bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan

sebagai berikut :

Bab Pertama, membahas mengenai pendahuluan mengenai langkah

awal dalam proses penyusunan skripsi ini. Pada bab ini sub bab yang

dibahas berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan

% 1bid., 217.
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masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan terakhir
sistemasika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang yang berisi mengenai
teori jual beli dalam hukum Islam yang memuat pengerian jual beli, dasar
hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang,
berakhirnya jual beli, gharar dalam jual beli dan juga Undang-Undang No.
33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Bab Ketiga, penulis akan menguraikan mengenai data dari hasil
penelitian yang memuat gambaran umum desa Kalanganyar, sejarah
berdirinya bandeng otak-otak Arif Jaya dan praktik jual beli bandeng otak-
otak Arif jaya yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.

Bab Keempat, disini penulis akan menjelaskan mengenai praktik
jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang sertifikat halalnya kadaluarsa
serta analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
terhadap jual beli otak-otak bandeng Arif Jaya yang Sertifikat Halalnya
Kadaluarsa di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo
secara terperinci guna menjadi landasan dalam pengambilan kesimpulan.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang menjadi bagian penutup
dalam skripsi ini yang memuat mengenai kesimpulan atau jawaban dari

rumusan masalah serta saran-saran yang diberikan.



BAB 11

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN SERTIFIKAT HALAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG

JAMINAN PRODUK HALAL

A. Jual Beli dalam Hukum Islam
1. Pengertian Jual beli

Menurut Etimologi jual beli berasal dari kata al-bai’'u yang
memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang
mengartikan sebagai aktivitas menukar harta dengan benda. Kata al-
bai’u berasal dari kata al-bara yang memiliki arti tangan dikarnakan
pada saat itu orang Arab mengulurkan tangan mereka saat melakukan
transaksi jual beli sambil menepuk tangan sebagai pertanda bahwa
transaksi telah tersepakati dan telah berpindah kepemilikan.'

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli
yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus, maksud dari
jual beli umum ialah suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak
yang melakukan tukar-menukar sesuatu yang ditukarkan oleh pihak
lain yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Jual beli khusus 1ialah ikatan tukar-menukar yang bukan
kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,

penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat

' Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankkan Syariah
(Bandung : Kafa Publishing, 2004), 55
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direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan),barang yang sudah
diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli dilakukan dengan saling tukar menukar harta dengan cara
ijab dan gobul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan atas
suatu barang. Tukar menukar harta biasanya yang memiliki manfaat
dan ada kecenderungan untuk menggunakannya. Harta yang diperjual
belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga minum keras, darah,
babi tidak termasuk sesuatu yang diperjual belikan karana benda
tersebut dalam agama diharamkan atau tidak boleh dimanfaatkan oleh
orang muslim. Maka apabila tetap diperjual belikan hukumnya tidak
sah.”

Dari beberapa defini diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah
suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai
nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian
atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati. Dapat
memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang
ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai kehendak Syara’.?

% Ibid, 66

* Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Depok: Rajawali Pers,2019) 68-70
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2. Dasar Hukum Jual Beli
a. Al-Quran

1) Quran:2:275

_—»‘\‘
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Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.””*

\

No—

2) Quran:4:29
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

3) Quran:2: 188

) ) s 1,000y bl aSain Asisal LISTE Vg
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Artinya : “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, Padahal kamu mengetahui.”

* Departemen Agama RI, AI-Qur’an Terjemah ..., 47.
> Departemen Agama RI, 41-Qur’an Terjemah ..., 29.
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Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menegaskan
bahwasanya kita dilarang dalam memakan harta antar sesama
dengan cara yang batil karena sama saja dengan membunuh diri

sendiri juga orang lain dalam hal perniagaan.

b. Hadist
Rasulullah Saw juga bersabda, dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a,

sebagai berikut :

(;\&x.
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Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafiq, Bahwa Nabi Saw pernah ditanya :

‘Mata pencaharian apa yang paling baik?” Beliau

menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri

dan setiap jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Al-

Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).6

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama guna menetapkan
sesuatu hukum pada agama berdasarkan Al-Quran dan Hadist
dalam suatu perkara yang terjadi. Dalam hal jual beli, para ulama
sepakat memperbolehkan adanya jual beli dikarenakan manusia
tidak akan mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang
lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus ia

ganti dengan barang lainnya yang nilainya sesuai dengan barang

tersebut. Selain itu, jual beli yang sudah berlaku (dibenarkan) sejak

% Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, Bulughul Maram Himpunan Hadis-hadis Hukum
dalam Fikih Islam, terjemah. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 411
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zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Hal yang penting dilakukan
dalam jual beli yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syara’.’
3. Rukun dan Syarat Jual Beli
Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, berikut beserta
Syarat-syaratnya :
a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli (4qid)).

1) Berakal sehat, orang yang melakukan jual beli harus dalam
keadaan sehat rohaninya dan tidak gila. Jual beli yang
dilakukan oleh orang gila dan anak kecil maka tidak sah
akadnya.

2) Tanpa paksaan atau dengan kehendaknya sendiri, yang mana
jual beli yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka dan
tanpa paksaan dari pihak lain.

Orang yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda,
maksudnya seorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan
pembeli dalam waktu yang bersamaan.

b. Sighat (ijab qabul).

1) Orang yang mengucap ijab dan gabul harus telah baligh dan
berakal.

2) ljab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yang mana
keduanya harus berada di tempat yang sama dalam

membicarakan topik yang sama yaitu jual beli.

7 Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987). 48
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3) [ljab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan gabul
adalah jawaban kesepakatan pembeli kepada penjual. Apabila
antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli yang
dilakukan tidak sah hukumnya.

c. Barang yang diperjual-belikan (ma 'qud alaih).

1) Suci, dalam Islam transaksi menggunakan barang yang najis
seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya merupakan tidak
sah. Hal ini sesuai dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

rw\ﬂj jré-\) R ,&\ A Es 4 2gg §]

“Sesunguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan
arak, bangkai, babi, dan berhala”.?

2) Barang yang diperjual-belikan merupakan barang milik sendiri
atau kuasa yang diberikan oleh orang lain untuk memilikinya.
Apabila barang yang diperjual-belikan bukan milik si penjual
maka akad jual beli tidak sah.

3) Barang yang diperjual-belikan ada manfaatnya.

4) Barang yang diperjual-belikan jelas dan dapat dikuasai. Baik
dari segi kadarnya, jenisnya, sifatnya dan harganya.

5) Barang yang diperjual-belikan dapat diserahkan.

¥ Abu Husain Muslim ibn Hajjah al-Qushairi, Sahih Muslim Juz 11, (Beirut: Dar al-Kutb, tt), 6
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d. Nilai tukar (Harga Barang)

Nilai tukar yang dikenal pada zaman sekarang adalah uang.

Dalam hal ini ulama figh membedakannya antara al-tsaman dan al-

si’r. al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah

masyarakat secara aktual, sengan al-si’r adalah modal barang yang

seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke kosumen.

Maka dengan semikian harga barang ada dua, yaitu harga antar

pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga di

pasar). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

1)

2)

3)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
jumlahnya.

Bisa diserahkan pada waktu akad, meskipun diserahkan secara
hukum pembayarannya menggunakan cek dan kartu kredit.
Apabila pembayarannya dilakukan dilain waktu (hutang) maka
harus jelas jumlah pembayarannya.

Apabila pembayaran dilakukan dengan cara saling tukar
menukar (al-muqayadhah) maka barang yang digunakan tidak
boleh menggunakan barang yang diharamkan oleh syara’,
seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak ada

nilainya menurut syara’.

Dari keempat rukun dan syarat-syarat yang diuraikan di atas hal

ini bertujuan untuk menghindari pertentangan di antara manusia,
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menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad melakukan

transaksi, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan).’

4. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam di antaranya sebagai berikut :

Menjual kepada seorang yang masih menawar penjual orang lain,
atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lain. Misalnya,
“Tolak tawaran orang itu nanti aku akan membelinya dengan harga
yang lebih tinggi”. Hal ini dilarang karena dapat menyakiti orang

lain.

. Membeli dengan tawaran sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak

menginginkan benda tersebut, melainkan tujuannya hanya untuk
orang lain yang mengininkan tidak dapat membeli benda itu.

Membeli barang/benda yang harganya sedang naik dan sangat
dibutuhkan oleh masyarakat kemudian barang tersebut disimpan

dan kemudian hari dijual dengan harga yang melambung tinggi.'’

. Menjual suatau barang berguna, tetapi dijadikan alat maksiat oleh

pembelinya. Misalnya, menjual buah anggur kepada orang yang
bisa membuat khamr dengan anggur tersebut.

Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam
masa kyiar.'' Yaitu apabila seorang pembeli pertama sudah

membeli barang dari orang lain namun belum ia serahkan kepada

? Rahmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., 76
' Ahmad Soleh, Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II,(Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-

38.

" Sulaiman Rasyid, Figih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2005), hal 284-285
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pembeli yang baru, maka pembeli yang pertama belum boleh
menjual barang tersebut kepada pembeli yang baru.

Jual beli secara ‘urbun, Yaitu jual beli yang dilakukan melalui
perjanjian. Contohnya, seseorang membeli sebuah komoditi dan
sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang
muka. Apabila pembeli jadi mengambil komoditi tersebut maka
uang pembayarannyar masuk dalam perhitungan harga, namun
apabila pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang
muka yang tadi menjadi milik penjual dan tidak dapat diambil lagi
oleh pembeli.'?

Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga
bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya untuk
mengelabuhi orang lain (agar mau membeli dengan harga
tersebut)."

Menjual sesuatu yang haram, misalnya menjual makanan dan
minuman yang diharamkan seperti babi, khamr, dan menjual dan
memperdagangkannya berarti mendukung praktik maksiat,
memudahkan  seseorang  untuk  melakukanya  sekaligus

mendekankan mereka kepadanya.

"> Hasbi Ash Shiiddieqy, Hukum-Hukum Figih Islam Tinjauan Antar Madzab, (semarang: PT
Pustaka Rizky Putra, 2001), hal 354-355.
" Moch Anwar, Terjemah Fathul Mu’in Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-

793.
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1. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi
peluang terjadinya persengketaan, atau ada unsur penipuan yang
mengakibatkan permusuhan antar dua belah pihak yang transaksi.

j. Jual beli membuang (munabadzah) dan al-hashah
Yaitu jual beli dimana masing-masing dari penjual dan pembeli
melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai
dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya, seorang penjual
berkata: “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi
jual beli harus berlangsung di antara kita”. Sedangkan jual beli al/-
hashah adalah transaksi bisnis dimana kedua pihak yang berakad
sepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan
lemparan batu kecil yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak
lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung atau tidaknya
transaksi tersebut. Jual beli ini hampir sama dengan jual beli

munabadzah
SR g 2 5 3ad o 0 0 Byt

Artinya: “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (lempar batu)
dan jual beli gharar.”'*

Terdapat juga beberapa ketentuan terlarangnya jual beli, antara lain:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)
Ulama figh telah bersepakat bahwa jual beli dapat

dilakukan apabila orang tersebut sudah baligh, berakal, dapat

""HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513.
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memilih dan mampu ber-tasharruf secara baik. Jual beli tidak
syah apabila syarat tersebut tidak dilakukan
b. Terhalang sebab sighat

Ulama figh telah sepakat syahnya jual beli didasarkan oleh
keridhaan di antara para pihak yang melakukan akad, ijab dan
gobul, berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu
pemisah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak syah atau
masih diperdebatkan oleh beberapa ulama antara lain: Jual beli
mu’athah, Jual beli melalui surat atau melalui utusan, Jual beli
dengan isyarat atau tulisan, Jual beli tidak bersesuaian antara
ijab dan qobul, Jual beli munjiz".

c. Terlarang sebab barang jualan (ma 'qud alaih )

Ma’qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran
oleh orang yang berakad yang biasa disebut mabi’ (barang
jualan) dan harga. Ulama bersepakat bahwa jual beli dianggap
sah apabila ma’qud alaih adalah barang yang bermanfaat atau
tetap, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-
orang akad, tisak bersangkutan dengan milik orang lain, dan
tidak dilarang syara’, meliputi: Jual beli gharar, Jual beli barang
yang tidak jelas, Jual beli barang yang najis dan yang terkena

najis, Jual beli sesuatu sebelum dipegang.

' Eny Latifah, Pengantar Bisnis Islam, (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2020) 74-75
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d. Terlarang sebab syara’

Ulama fiqih sepakat memperbolehkan jual beli yang telah
memenuhi persyaratan dan rukun-rukun yang telah ditentukan
dalam jual beli, namun ada beberapa masalah yang
diperselisihkan diantara yaitu: Jual beli mengandung riba, Jual
beli dengan uang dari barang yang diharamkan, Jual beli barang
hasil pencegatan barang, Jual beli waktu adzan jum’at, Jual beli

anggur untuk dijadikan khamar.'®

5. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapi tujuannya.
Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila
barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harnya telah
menjadi milik penjual. Selain tercapainya tujuan, akad dipandang
berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir
waktunya. Fasaksh (pembatalan) terjadi dengan sebab-sebab berikut:
a. Di fasaksh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak

benarkan syara’, seperti yang disebutkan dalam akad rusak.

Misalnya, jual beli barang yang tidak memenubhi syarat kejelasan.
b. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat

atau majelis
c. Salah pihak yang telah berakad mrmbatalkan jarena menyesal atas

akad yang baru saja dilakukan dengan persetujuan pihak lain.

' Ibid., 75-76
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d. Adanya akad yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang

berakad.
e. Karena tidak dapat izin pihak yang berwewenang.
f.  Karena kematian'’

6. Jual Beli Gharar

Gharar dalam bahasa arab adalah al-kathr; pertaruhan, majhul al-
aqibahl tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai al-
mukhatarah; pertarungan dan al-jahalah; ketidakjelasan. Dilihat dari
beberapa arti kata di atas, gharar dapat diartikan sebagai semua
bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur
ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya
mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban
dalam suatu transaksi/jual beli.'®

Jual beli yang mengandung gharar adalah jual beli yang di
dalamnya mengandung bahaya (kerugian yang dialami salah satu
pihak). Jenis gharar yang dapat membatalkan transaksi jual beli ialah
gharar yang tidak jelas wujud suatu barang, dimana barang yang
digunakan dalam setiap transaksi dimungkinkan ada atau tidak
adanya."

Para ulama fiqih juga memberikan definisi mengenai gharar, di

antaranya :

" Mardani, Figih Ekonomi Syariah: Figih Muamalah Cet-5, (Jakarta: Kencana,2019), 100

'8 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad”, Vol.1
No.1 (Januari, 2009), 54

' Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 100
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Menurut Madzhab Syafi’l, gharar ialah segala sesuatu yang
akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat
memberikan akibat yang tidak diharapkan.?

Ibnu Qayyim al-jauziyah mengatakan, gharar ialah suatu obyek
akad yang tidak dapat diserahkan baik barang tersebut ada
maupun tidak ada, seperti halnya menjual sapi yang sedang
terlepas.

Imam al-Qarafi berpendapat bahwa gharar merupakan suatu akad
yang secara tegas tidak diketahui efek akad tersebut terlaksana
atau tidak, seperti halnya menjual ikan yang masih di dalam
kolam (tambak). Pendapat Imam al-Qarafi ini juga disampaikan
oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang
gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu
akad.Ibnu Hzam juga memandang gharar dari segi ketidaktahuan
salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek

akad tersebut.’!

Dari beberapa pengertian mengenai gaharar di atas dapat

disimpulkan bahwasanya gharar merupakan jual beli tipu daya yang

mengandung unsur ketidakjelasan pada objek atau barang yang

diperjual-belikan serta dapat merugikan salah satu pihak.

Y Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, ... 54
*! M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2003), 147-148
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Praktik Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yaitu :

a. Kualitas
b. Kuantitas
c. Harga

d. Waktu penyerahan

Imam al-nawawi berpendapat, bahwa pelarangan gharar dalam
bisnis Islam memiliki peranan penting dalam menjamin keadilan pada
saat transaksi berlangsung. Begitu halnya menurut kaidah Islam
bahwa praktik gharar ini bisa merusak akad. Ibnu Taimiyah
menjelaskan bahwa pelarangan transaksi gharar didasarkan pada
larangan Allah SWT terhadap pengambilan harta/hak milik seseorang
dengan cara yang tidak benar (batil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam
transaksi gharar terdapat unsur tersebut yakni memakan harta orang

<22
lain.

Dalam hadist juga disebutkan mengenai pelarangan jual beli
gharar, sebagaimana disebutkan dalam hadist :
S G s ol LB W e 0 03 8
“Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung
gharar. (HR. Bukhari Muslim). **
Bisnis yang mengandung gharar dapat terjadi apabila kita

mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Transaksi jual

22 Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, ... 55
* Muslim bin al-Hajjaj Abu Husein Al-Qusyairi, Shahih Muslim, juz 5. 135
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beli yang mabrur dapat dikatakan jika seseorang melakukan
transaksi tersebut sesuai syariat Islam. Salah satunya yaitu berlaku
jujur dalam perniagaan dan tidak melakukan penipuan di dalamnya
dan tidak merugikan orang lain.

Menurut Syaikh As-Sa’adi jual beli gharar termasuk dalam
kategori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga
menyatakan bahwa semua jual beli gharar seperti jual beli burung
di udara, unta dan budak yang kabur, buah-buahan yang masih ada
di pohon dan belum masak, dan jual beli hashah seluruhnya
termasuk dalam perjudian yang diharamkan Allah SWT dalam Al-

Quran : 05 : 90.%*
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O9blas ;.ilid 3502235 ollasZd) Jas s 2ex)
Artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan.”*’

Imam Nawawi mengatakan : “Larangan jual beli gharar
merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Oleh karena itu

Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang

** Abdul Azim Badawi, Al-Waaji Fi Fighu Sunnah wa Kitab Al-Aziz, (Dar Ibnu Rajab, 1416 H),
335
** Departemen Agama RI, AI-Qur’an Terjemah ..., 111
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masuk dalam jual beli jenis ini sangat banyak dan tidak

terhitung”.%®

Gharar biasanya terjadi dalam objek akad, salah satu
penyebab terjadinya gharar pada barang atau objek akad di

antaranya yaitu : >’

a. Tidak dapat diserahkan
Yaitu pada waktu terjadinya akad penjual tidak memiliki
adanya kemampuan dalam menyerahkan objek akad, baik
objek akad tersebut sudah ada maupun belum ada. Contohnya
menjual janin yang masih dalam kandungan induknya tanpa
bermaksud menjual induknya (habal al-habalah).
b. Tidak adanya kepastian mengenai jenis atau sifat dari barang
yang diperjual-belikan
Yaitu penjual menjual barang kepada pembeli tanpa
memberitahu spesifikasi dari barang tersebut seperti apa.
Misalnya menjual buah-buahan yang masih ada di pohon dan
belum layak untuk dikonsumsi.
c. Tidak ada kepastian mengenai jumlah yang harus dibayar saat
membeli
Misalnya seseoran berkata: “saya jual beras saya kepada

anda sesuai dengan harga beras yang berlaku saat ini”. jual beli

* Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, 51
*" M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003), 148-149
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seperti ini termasuk gharar karena terdapat banyak jenis beras
dengan harga yang berbeda-beda.
d. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi
Yaitu saat transaksi berlansung terdapat dua atau lebih
objek akad yang ditawarkan tetapi tidak disebutkan atau
ditegaskan transaksi mana yang ingin dipilih oleh pembeli.
Misalnya, terdapat sebuah motor yang dijual dengan harga Rp.
10.000.000,- dengan metode pembayaran tunai, dan Rp.
12.000.000,- untuk metode pembayaran kredit.
e. Tidak diketahui ukuran barangnya
Jual beli yang suatu kadarnya tidak diketahui maka tidak
sah jual belinya. Misalnya, seseorang berkata: “aku jual kepada
kamu sebagian tanah ini dengan hara Rp. 10.00.000,-..

Tidak semua jual beli gharar dilarang, Ibnul Qayyim
mengatakan : “Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman.
Gharar apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya
maka tidak menjadi penghalang kabsahan akad jual beli”. Dalam
kitab lainnya, Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa terkadang
sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya.
Misalnya seperti jual beli rumah beserta pondasinya, yang mana
tidak diketahui mutu dari pondasi tersebut seperti apa, dan juga

membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini
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karena hajat yang menuntutnya.”® Maka hal ini tidak sama dengan
gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya.

Imam Al-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada
gharar nya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak
mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau tingkat gharar
nya ringan.”’

B. Jual Beli Menurut Hukum Perikatan
1. Pengertian Jual Beli

Jual beli sebagaimana diatur dalam Buku Ke-III Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Pasal 1457 didefinisikan sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak
vang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan seuatu
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga
yvang telah dijanjikan.”

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbal balik
dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan
hak milik atas suatu barang, sedang piak yang lainnya (si pembeli)
berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai
imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam Pasal 1458 perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara

kedua belah pihak, seketika para pelaku telah mencapai kesepakatan

2 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 87
29 :
Ibid., 88
**R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 1.
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tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan
tersebut belum diserahkan dan harga tersebut belum dibayarkan.
2. Syarat Sah Jual Beli

Pasal 1320 menyatakan terdapat 4 (empat) syarat sah dalam suatu

perjanjian, syarat-syarat tesebut yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata “sepakat” tidak hanya mencakup sepakat untuk

mengikatkan diri, melainkan juga “sepakat” dalam mendapatkan
prestasi. Di dalam perjanjian timbal balik, masing-masing pihak
tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi
yang telah diperjanjikan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kata “cakap” pada subjek hukum perjanjian disini berarti

siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mampu untuk melakukan
suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Tidak cakap
menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-undang dilarang
melakukan tindakan hukum. Mereka yang dianggap tidak cakap
adalah orang-orang yang belum dewasa atau di bawah umur atau
mereka yang tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka
menurut Perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan
tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwalian.31

¢. Suatu hal tertentu

' Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku III,
(Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2016), 80.
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Di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” tidak
lain ialah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang
menjadi hak dari kreditor, atau dapat disebut sebagai prestasi yang
menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan.

d. Suatu sebab yang hal

“Suatu sebab yang hal” atau disebut dengan “causa yang
hal”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab
atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau

terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum).

Dua syarat sah yang pertama merupakan subjek dari perjanjian
(syarat subjektif) yaitu seorang manusia atau suatu badan hukum yang
mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan subjek yang kedua yaitu
seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas
pelaksanaan kewajiban itu.’® Sedangkan Dua syarat sah yang terakhir
merupakan objek dari perjanjian (syarat objektif). Suatu perjanjian
yang mengandung cacat subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian
tersebut menjadi batal dengan sendirinya, namun hanya seringkali
memberikan kemungkinan untuk dibatalkan sedangkan perjanjian yang

cacat pada objeknya adalah batal demi hukum.

32 Ridwan Khairandy, Pokok-pokok Hukum Dagang, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Press, 2014), 13.
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3. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu
keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak
dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam
perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk
wanprestasi:
a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
b. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang
diperjanjikan.
c. Melaksanakan prestasi tapi keliru.
d. Melaksanakan prestasi tapi terlambat.
e. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Perbuatan melawan hukum ketentuannya disebutkan dalam Pasal
1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa
perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum yang dilakukan oleh seorang karena kesalahannya sehingga
menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Suatu perbuatan dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi

empat hal, yakni:

a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan di sini adalah

perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif.
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b. Perbuatan itu harus melawan hukum, dapat berupa bertentangan
atau melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban
hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan serta
bertentangan dengan kepentingan umum.

c. Ada kerugian.

d. Ada hubungan sebab akibaat antara perbuatan melawan hukum itu

dengan kerugian yang timbul.

C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang
dimaksud “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan
makanan. Minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi,
produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan,
atau dimanfaatkan oleh masyarakat”. Sedangkan pada Pasal (2) yang
dimksud “Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai
dengan syariat Islam.”

Produk yang dinyatakan halal dapat dibuktikan dengan
diterbitkanya Sertifikat Halal oleh badan yang berwenang. Hal ini
dijelaskan pada Pasal 1 ayat (10) bahwasanya Sertifikat halal adalah
pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJH
berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memperoleh

labelisasi halal sebuah produk :
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1. Pihak yang berhak mengeluarkan Sertifikat Halal

Di Indonesia terdapat lembaga yang secara khusus bertugas untuk
mengaudit produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat muslim
Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (8) disebutkan “Lembaga Pemeriksa Halal
(LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau
pengujian terhadap kehalalan produk™.

Lembaga inilah yang nantinya akan memberikan Jaminan Produk
Halal (JPH) pada setiap obat-obatan, makanan dan minuman yang beredar
di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, LPH memiliki paling sedikit
3 orang Auditor Halal. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan “Auditor Halal
adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan
Kehalalan Produk”. Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

Pada Pasal 5 ayat (3) disebutkan “untuk melaksanakan
penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk
BPJH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri”. Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) akan bekerjasama
dengan LPH dan MUI untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang
dilakukan dalam bentuk penetapan kehalalan produk.

Pada Pasal 6, dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJH

berwenang:
Pasal 6
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

3. Menerbitkan dan mencabut Sertfikat Halal dan Label Halal
pada Produk;
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Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri;
Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal,
Melakukan akreditasi terhadap LPH;

Melakukan registrasi Auditor Halal;

Melakukan pengawasan terhadap JPH;

Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan

O Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di
bidang penyelenggaraan JPH.

S e Non A

2. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal
Tata cara untuk memperoleh Sertifikat Halal diatur dalam BAB V
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hal yang pertama dilakukan
yaitu pengajuan permohonan sebagaimana dalam Pasal 29 :

Pasal 29

(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha
secara tertulis kepada BPJH.

(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapo denan
dokumen:
a. Data Pelaku Usaha;
b. Nama dan jenis produk;
c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
d. Proses pengolahan produk.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan
Menteri.

Setelah pengajuan permohonan Sertifikat Halal kemudian
dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh LPH yang ditetapkan oleh
BPJH. Hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut diserahkan kepada
kepada BPJH untuk ditetapkan kehalalannya oleh MUI. Setelah
produk telah ditetapkan kehalalannya barulah penerbitan Sertifikat
Halal dapat dilakukan. Sedankan produk yang menggunakan bahan

yang diragukan akan dilakukan pengujian di laboratorium.
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Selanjutnya dalam Pasal 44 dijelaskan mengenai pembiyaan untuk

memperoleh Sertifikat Halal:

Pasal 44

(1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku
Usaha yang megajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan
kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh
pihak lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Sertifikasi Halal
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Masa berlaku Sertifikat Halal
Pembaruan Sertfikat Halal diatur pada BAB V Bagian Ketujuh
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam Pasal 42 yang
berbunyi:

Pasal 42

(1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak
diterbitkan oleh BPJH, kecuali terdapat perubahan
komposisi Bahan.

(2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha
dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat
Halal berakhir.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembarian Sertifikat
Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Sanksi Pelaku Usaha

Pada Pasal 25 huruf (d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
dijelaskan bahwasanya “Pelaku Usaha yang telah memperoleh
Sertifikat Halal wajib memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku

Sertifikat Halal  berakhir”.  Apabila Pelaku Usaha tidak
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melaksanakannya maka dapat dikenai sanksi administratif sesua dalam

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;
b. Denda administratif; atau
c. Pencabutan Sertifikat Halal

Berdasarkan pasal di atas, Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah
melanggar pasal tersebut, karena sertifikat halal yang dimiliki oleh Otak-
otak Bandeng Arif Jaya telah habis masa berlakunya. Otak-otak Bandeng
Srif Jaya memperoleh sertfikat halal pada 03 Desember 2010 dan habis

pada 02 Desember 2012.



BAB III

PRAKTIK JUAL BELI OTAK-OTAK BANDENG ARIF JAYA YANG
SERTIFIKAT HALALNYA KADALUARSA DI DESA KALANGANYAR

KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Kalanganyar

Kalanganyar berasal dari kata “kalang” dan “anyar” yang menurut
bahasa sekitar “kalang” diartikan sebagai kalangan, tempat, kawasan.
Sedangkan “anyar” diartikan sebagai baru. Jadi secara garis besar
Kalanganyar diartikan oleh warga sekitar sebagai “kalangan anyar” atau
dalam bahasa Indonesia berarti “tempat baru”.

Disebut tempat baru karena sejarah sekitar menyebutkan bahwa
desa Kalanganyar dulunya adalah sebuah hutan rawa-rawa yang belum ada
sama sekali pemukiman layaknya sekarang. Almarhum Mbah Syekh
adalah nama sebutan akrab warga desa Kalanganyar menyebut seseorang
pendahulu yang membuka jalan atau disebut babat alas desa Kalanganyar.'
1. Keadaan Geografis

Luas desa Kalanganyar £ 135.000 M? dengan perbandingan 2/3

wilayah tambak dan 1/3 wilayah penduduk serta jumlah penduduk
mencapai 5240 jiwa.” Di dalam Desa Kalangayar terdiri dari 5 Rukun

Warga (RW) yang terbagi atas 23 Rukun Tetangga (RT) dengan

! Arbahud Rio Daroyni, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalanganyar, Sedati,_Sidoarjo diunduh pada
Kamis, 19 Agustus 2021 pukul 12.37 WIB

* Data Monografi Desa Kalanganyar

52
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jumlah Kepala Keluarga (KK) 1853 KK.’ Batasan wilayah desa
Kalanganyar yang meliputi :
a. Sebelah utara dibatasi oleh desa Cemandi dan desa Tambak
Cemandi.
b. Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Pepe dan desa Sawohan.
c. Sebelah timur dibatasi oleh Selat Madura.
d. Sebelah barat dibatasi oleh desa Buncitan.
2. Keadaan Ekonomi
2/3 wilayah Desa Kalanganyar berupa tambak, sehingga mayoritas
penduduk desa Kalanganyar bermata pencaharian sebagai petani
tambak sehingga mereka memanfaatkan hasil bumi berupa ikan-ikan
dan udang untuk dimanfaatkan. Tak sedikit pula yang memanfaatkan
tambak-tambak tersebut sebagai budidaya ikan sebagai wisata kolam
pancing . Ikan-ikan yang biasanya dibudidayakan di desa Kalanganyar
adalah ikan bandeng, mujair nila, gurami dan juga udang. Namun yang
lebih banyak dibudidayakan ialah ikan bandeng, karena budidaya ikan
bandeng dapat menggunakan air asin maupun air payau.
Tak hanya warga laki-laki yang berprofesi sebagai petani tambak,
warga perempuan desa Kalanganyar juga bergelut dalam pengolahan
ikan, khususnya ikan bandeng. Ikan bandeng ini kemudian diolah oleh

mereka sebagai makanan siap saji yang dapat berupa otak-otak

? Data Monografi Desa Kalanganyar
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bandeng, bandeng presto, bandeng asap, bandeng sapit, botok
bandeng, bandeng bakar dan olahan ikan bandeng lainnya.

Jarak desa dari pusat pemerintahan kecamatan Sedati sekitar 4 KM
dan jarak dari pusat Ibukota kabupaten 15KM, maka tak sedikit pula
wisatawan dari berbagai daerah misalnya Surabaya, Malang,
Mojokerto, Gresik, Lamongan dan sekitarnya datang ke desa
Kalanganyar untuk menikmati wisata pemancingan dan menyantap
hidangan hasil memancingnya. Dan tak lupa untuk membawa oleh-
oleh berupa hasil olahan ikan bandeng untuk kerabat terdekatnya.

3. Keadaan Pendidikan

Selain berprofesi sebagai petani tambak, sebagian warga desa
Kalanganyar juga berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri, maupun sebagai
pedagang, baik pedagang sembako maupun pedagang makanan dan
hasil olahan dari tambak sehingga keadaan ekonomi warga desa

Kalanganyar ini beragam.*

Tabel 1 Profesi Warga Desa Kalanganyar

No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang)
1. | PNS 16
2. | TNI/ Polri 4
3. | Swasta 204
4. | Wiraswasta 185
6. | Petani Tambak 365

* Data Monografi Desa Kalanganyar
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7.

Buruh Tambak

168

Sumber: Data Monografi Desa Kalanganyar, 2021

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Warga Desa Kalanganyar

No. | Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1. |TK 78
2. |SD 387
3. | SMP 760
4. | SMA 340
5. | D1-D 101
6. | S1-S2 121

Sumber: Data Monografi Desa Kalanganyar, 2021

Tingkat pendidikan warga desa Kalanganyar dapat dikatakan baik,

karena masyarakat sadar terhadap pentingnya pendidikan untuk

kedepan membangun masyarakat yang

kebanyakan dari mereka adalah seorang petani.’

lebih baik, meskipun

Selain itu Desa Kalanganyar juga memiliki lembaga pendidikan

formal dan non formal di dalamnya. Untuk pendidikan formal Desa

Kalanganyar memiliki Yayasan yang bernama “Yayayasan Nurul

Huda”. Yayasan tersebut terdiri dari lembaga pendidikan mulai dari

TK, MI, MTs, MA, dan Pondok Pesantren. Selain lembaga tersebut

juga terdapat pendidikan formal lainnya seperti PAUD Pelangi, TK

> Data Monografi Desa Kalanganyar
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Dharma Wanita dan SDN Kalanganyar. Sebagai penunjang pendidikan
formal, di Desa Kalanganyar juga terdapat pendidikan non formal atau
pendidikan keagamaan yaitu Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ).

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Hampir seluruh warga Desa Kalanganyar beragama Islam sehingga
keadaan sosialnya sangan berpegang teguh pada ajaran Islam. Tak
hanya itu, terdapat banyak kegiatan keagaaman yang rutin dilakukan
oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Kegiatan rutinan
tersebut di antaranya tahlil rutin setiap malam Jum’at, jamiyyah
dibaiyyah yang dilaksanakan bergilir dari satu rumah ke rumah lainnya
setiap satu minggu sekali, istighotsah rutin di tiap-tiap RT setiap
minggunya dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan rutin lainnya.
Selain itu terdapat pula kumpulan atau organisasi keagamaan
masyarakat misalnya, karang taruna, IPNU, IPPNU, Muslimat NU,
dan Fatayat NU.

Sebagai aktivitas penunjang kegiatan sosialnya, Desa Kalanganyar
juga memiliki infrastruktur untuk memfasilitasi warganya seperti
tempat ibadah yang terdiri 1 Masjid besar dan 18 Mushollah dan
infrastruktur lain seperti balai desa, pasar, tempat pemakaman umum,
tempat pembuangan sampah serta posyandu yang ada di tiap RW.°

Warga desa Kalanganyar sangat kental akan tradisi dan adatnya,

karena Ikan Bandeng adalah salah satu icon dari warga desa

% Data Monografi Desa Kalanganyar
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Kalanganyar, terdapat salah satu tradisi yang terkait dengan ikan
bandeng, yaitu “Festival Kampung Iwak”. Acara tersebut diperingati
sebagai rasa syukur warga desa Kalanganyar atas melimpahnya ikan
bandeng dan hasil laut lainnya seperti udang, mujair, nila dan
sebagainya.
B. Sejarah Berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya
Ikan bandeng merupakan salah satu ikan budidaya yang digemari
masyarakat. Ikan bandeng sendiri kaya akan sumber protein (20-24%),
lemak, asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin dengan rendemen
daging sekitar 12% (air tawar) dan 50.8% (air payau).7 Selain rasanya
yang lezat, ikan bandeng ini juga memiliki banyak manfaat, d antaranya :
1. Menjaga daya tahan tubuh
2. Merawat tulang dan gigi
3. Merawat fungsi ginjal
4. Menurunkan kadar kolesterol
5. Meminimalisir penyakit jantung koroner
6. Menjaga kesehatan ibu hamil dan janin
7. Mencegah penyakit saraf
8. Mencegah radang sendi
Dari tahun ke tahun, musim panen ikan bandeng di desa
Kalanganyar kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan

yang sangat pesat. Pada saat itu masih belum banyak warga desa

7 Hafiludin, “Analisis Kandungan Gizi Pada Ikan Bandeng Yang Berasal Dari Habitat Yang
Berbeda”, Jurnal Kelautan, Volume 8, No. 1, (April 2015), 6
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Kalanganyar yang mulai mengolah ikan bandeng sebagai makanan jadi.
Ikan bandeng hasil panen hanya dikirim kepada pengepul-pengepul ikan
yang nantinya akan dijual di pasar ikan daerah setempat.

Pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya, Ibu Suci mulai menggeluti
usaha dibidang kuliner pengolahan ikan bandeng yaitu otak-otak bandeng
yang berdiri dari bulan Desember tahun 2005. Wanita berusia 49 tahun ini
dulunya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang belum mengetahui
bagaimana cara agar kebutuhan hidup keluarganya tercukupi.
Melimpahnya hasil panen ikan bandeng pada saat itu membuat harga ikan
bandeng relatif murah. Akhirnya berkat dukungan keluarganya Ibu Suci
memiliki inisiatif untuk mengolah ikan bandeng sebagai makanan jadi,
yakni otak-otak bandeng. Dengan tujuan untuk mencukupi kehidupan
keluarga nya serta pada saat itu otak-otak bandeng jarang ditemui di desa
Kalanganyar.®

Dulunya, otak-otak bandeng hanya dibuat apabila terdapat acara
hajatan di desa Kalanganyar sebagai suguhan atau berkat dari hajatan.
Selain otak-otak bandeng, olahan ikan bandeng lainnya sebenarnya pun
bisa, seperti bandeng presto, bandeng bakar, dsb. Namun, kebanyakan
yang digunakan ialah otak-otak bandeng karna dirasa tak banyak orang
yang pandai membuatnya. Hal ini merupakan ciri khas dari warga desa
Kalanganyar yang dijuluki sebagai “Kampung Iwak” atau biasa disebut

“Kampung Ikan”.

¥ Ibu Suci, Wawancara, Sidoarjo, 07 Agustus 2021 .
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Dengan berbekal resep orang tua dan tekad untuk mencukupi

kebutuhan hidup, Ibu Suci memulai usaha Otak-otak bandeng ini dengan

bermodalkan uang senilai Rp. 100.000,- pada saat itu, dengan rincian

kebutuhan :
Tabel 3 Rincian Modal Awal
NO BAHAN KEBUTUHAN HARGA
1. | Ikan Bandeng 3 Kg Rp. 25.000,-
5 Bumbu dan Rempah | 1 kg Rp. 25.000,-
(keseluruhan)
3. | Kardus 100 Biji Rp. 25.000,-
4. | Kelapa 3 buah Rp. 5.000,-
Bahan baku | Secukupnya Rp. 20.000,-
. pelengkap (Gula,
Telur, Garam,
Minyak)

Berdasarkan rincian modal yang digunakan Ibu Suci tersebut, otak-

otak bandeng buatan beliau untuk harga satu ekornya senilai Rp. 5000,-

pada awal berdirinya tahun 2005 dan diberi nama “Otak-otak Bandeng

Arif Jaya”. Nama Arif Jaya ini beliau ambil dari nama anak pertamanya.

Pada awal berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya ini, sang pemilik

belum memiliki tenaga kerja atau karyawan, dari mulai awal pengolahan

ikan bandeng yang mentah sampai proses penyajian otak-otak bandeng

semua dikerjakan sendiri oleh pemilik. °

? Ibid.
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Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian di tahun
2006, Otak-otak Bandeng Arif Jaya mengalami kemajuan. Sang pemilik
mulai menaikkan biaya produksinya yang di awal modalnya hanya Rp.
100.000,- dan belum memiliki karyawan sekarang biaya modal menjadi
Rp.500.000,- dan sudah dibantu dengan 2 karyawan yang bertugas sebagai
pengelola ikan bandeng yang mentah dan satu lagi bertugas untuk
menyangrai kelapa kemudian dihaluskan.'’

Hingga sampai saat ini, Otak-otak Bandeng Arif Jaya selalu
mengalami kenaikan penjualan. Biaya produksi atau modal yang
dibutuhkan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, begitu pula
dengan harga bahan baku seperti harga ikan bandeng, bumbu dan rempabh,
serta kelapa dan bahan baku lainnya juga mengalami kenaikan. Sehingga
dari tahun ke tahun harga per-ekor Otak-otak Bandeng Arif Jaya juga ikut

naik namun tidak derastis, hanya Rp. 500 — Rp. 1000 saja kenaikannya.

Gambar 1 Kemasan Produk Otak-otak Bandeng Produk Arif Jaya

' Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Desain kemasan yang dimiliki juga semakin inovatif. Pada
kemasan juga terdapat label pangan guna menarik minat masyarakat
terhadap produk Otak-otak Bandeng. Label pangan yang tercantum yaitu :
1. Sertifikat P-IRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga)

2. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

3. Sertifikat Halal-MUI

Gambar 2 Sertifikat Halal Otak-otak Bandeng Arif Jaya

Namun, Sertifikat Halal-MUI yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif
Jaya telah habis masanya dari tahun 2012 silam. Pemilik belum
memperpanjang Sertifikat Halal-MUI nya dikarenakan biaya yang cukup
mahal dan jangka waktu yang dimiliki sertifikat Halal-MUI cukup pendek,

yaitu 4 (empat) tahun. Oleh sebab itu sang pemilik lebih memilih untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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pengadaan pengajuan atau perpanjangan Sertifikat Halal secara kolektif

yang di adakan oleh instansi terkait."'

C. Praktik Jual Beli Otak-otak Arif Jaya
1. Pemasaran Otak-otak Bandeng

Pada awal berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya, sang pemilik
melakukan kegiatan praktik jual beli ini berawal dari mulut ke mulut,
yaitu dengan cara memberitahu kepada tetangga, kerabat terdekat serta
orang-orang disekitar kalau Ibu Suci ini mulai menjual olahan ikan
bandeng yaitu Otak-otak bandeng. Selain berjualan dari mulut ke
mulut, pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya juga menitipkan
dagangannya di warung/toko-toko kelontong milik warga setempat dan
warung di desa lain kenalan Ibu Suci, dan tak lupa Ibu Suci juga
menitipkan Otak-otak Bandeng nya di Pasar desa Kalanganyar.
Perolehan keuntungan nantinya akan dibagi menjadi dua.

Di era saat ini yang semuanya serba online, Otak-otak Arif Jaya
juga mulai melakukan penjualan secara online, media atau aplikasi
yang di pakai dalam penjualan online oleh Otak-otak Bandeng Arif
Jaya ini yaitu website google, whattsapp, gojek dan juga instagram.

2. Pemesanan Otak-otak Bandeng

Otak-otak Bandeng Arif Jaya dikemas dengan kemasan kardus

yang di dalamnya terdapat nomor telepon serta alamat pemilik. Untuk

memesannya, para pembeli bisa menghubungi nomor telepon yang

"' Ibid, Wawancara, Sidoarjo 07 Agustus 2021
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tersedia atau juga dapat langsung datang ke alamat yang sudah tertera
pada kardus kemasan tersebut. Untuk saat ini, harga per-ekor Otak-
otak Bandeng Arif Jaya adalah Rp. 22.000,- per ekor, untuk Otak-otak
bandeng yang utuh. Selain otak-otak bandeng yang utuh, pemilik juga
menyediakan otak-otak bandeng potongan yaitu satu ekor bandeng
utuh di potong menjadi dua. Otak-otak bandeng potongan ini dijual
dengan harga Rp. 11.000,- per ekor. Pemilik juga menawarkan kepada
para reseller untuk dijual kembali, harga bagi para reseller untuk otak-
otak bandeng yang utuh seharga Rp. 20.000,- per ekor dan Rp.10.000,-

untuk otak-otak bandeng yang potongan. '*

=

Gambar 4 Ukuran Otak-otak Bandeng Besar

"2 1bid, Wawancara, Sidoarjo 07 Agustus 2021
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Pada awal berdirinya Otak-otak Bandeng Arif Jaya, sang pemilik
tidak menargetkan untuk batas minimum pemesanan per-ekornya,
namun setelah berjalan beberapa tahun ia mulai menargetkan
minimum pesanan yang bisa diantar yaitu minimal 100 ekor otak-otak
bandeng. Selain menerima pesanan dalam jumlah banyak, sang
pemilik juga memiliki stok Otak-otak bandeng apabila ada pembeli
yang membeli dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Untuk pesanan
otak-otak bandeng dalam jumlah >100 ekor, pembeli harus memesan
jauh-jauh hari minimal satu minggu dari hari diambilnya pesanan. Hal
ini dikarenakan ketersediaan bahan baku yang tidak menentu. Keadaan
cuaca juga mempengaruhi ketersediaan ikan bandeng di tambak, saat
air pasang dan ombak di laut tinggi, maka ikan bandeng yang dipanen
akan sedikit, demikian sebaliknya.

Metode pembayaran yang dilakukan untuk pemesanan dalam
jumlah banyak atau di atas 100 ekor otak-otak bandeng dan juga
pemesanan melalui online, pembeli diharuskan membayar biaya uang
muka minimal 50% dari total jumlah pesanan. Pembayaran ini bisa
dilakukan secara cash dan juga transfer ke rekening yang tersedia.

. Pengiriman Otak-otak Bandeng

Selain pesanan diambil ditempat, Otak-otak bandeng Arif Jaya

juga melayani pesan antar, namun pesan antar ini hanya diperuntukkan

untuk pesanan dalam jumlah banyak yaitu di atas 100 ekor otak-otak
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bandeng dan wilayah pengantaran hanya meliputi daerah Sidoarjo dan
Surabaya saja. Untuk ongkos kirim dihitung dari jauh dekatnya alamat
pengantaran. Pemilik menawarkan pilihan pengantaran bagi
pembelinya, pengantaran yang disediakan bisa dari pihak Otak-otak
Bandeng Arif jaya sendiri atau bisa melalui ojek online yang tersedia
seperti Go-Jek, Grab dan lain sebagaimanya dengan masing-masing
ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli."®

Untuk pemesanan yang jauh dari jangkauan pemasaran, pemilik
belum menemukan jalan keluar untuk pengirimannya karena pemilik
ragu jika Otak-otak Bandengnya dikirim ke daerah yang jauh
meskipun pengemasan sudah di bilang se-aman mungkin. Ketahanan
pangan yang dimiliki Otak-otak bandeng Arif Jaya ini hanya sampai 3
hari saja. Ketakutan itu muncul jika nanti paket pada perjalanan
eksedisi jasa kirim seperti JnT, JNE, Si Cepat dan lain sebagainya
mengalami kerusakan pada saat sampai ke tangan pembeli. Alhasil,
pemilik menghindari pemesanan dari luar pulau Jawa.

4. Respon Pembeli

Daya tarik yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya, selain dari
rasa yang dimilikinya juga dari faktor marketing yang berasal dari
kardus kemasannya. Otak-otak Bandeng Arif Jaya banyak diminati dan
digunakan sebagai oleh-oleh dan juga saat acara-acara tertentu karena

pengemasannya yang terbilang cukup bagus.

B Ibid, Wawancara, Sidoarjo 07 Agustus 2021
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Akan tetapi, sertifikat halal yang tercantum dalam kemasan produk
otak-otak bandeng telah habis masa berlakunya sejak tahun 2012.
Alasan pemilik tetap menggunakan sertifikat halal kadaluarsa tersebut
dikarenakan akan menyusahkan pihak desain kardusnya sebab terlalu
sering mendesain ulang kardus kemasan otak-otak bandeng tersebut.
Dan juga biaya yang dikeluarkan dalam memperpanjang sertifikat
halal tersebut tidak murah.

Dalam hal ini, penelitt memaparkan beberapa hasil dari pendapat
konsumen Otak-otak Arif Jaya yang keseluruhan terdapat 5 orang, 2
di antaranya adalah reseller dari Otak-otak Bandeng Arif Jaya dan 3
lainnya adalah seorang pembeli :

1. Khusnul Khotimah (resel/ler) mengatakan :

Bahwa sebagai reseller ia tidak menggunakan kardus milik
Otak-otak Bandeng Arif Jaya, ia mendesain sendiri kardus
miliknya tanpa menggunakan label halal yang dimiliki Otak-otak
Bandeng Arif Jaya. Sebagai reseller Ibu Khusnul Khotimah
memesan secara langsung otak-otak bandeng dengan cara datang
langsung ke rumah karena jarak rumahnya yang cukup dekat.
Beliau membeli otak-otak bandeng yang utuh dengan harga
reseller yaitu Rp.22.000,-, beliau sudah mengetahui bahwa
Sertifikat Halal yang dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah
kadaluarsa karena beliau dan pemilik bergabung dalam UKM yang

sama, sehingga pengurusan izin seperti sertifikat halal ini mereka
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lakukan bersama, tetapi beliau tetap percaya bahwa sang pemilik
tetap menjaga kehalalan produknya meskipun Sertifikat Halal
tersebut sudah kadaluarsa karena beliau tahu proses dan
pengolahan produknya seperti apa. '*

2. Muchsin (reseller) mengatakan :

Sama halnya seperti Ibu Khusnul Khotimah, dirinya
menggunakan kardus miliknya sendiri namun tidak ada desainnya,
yang dimana ia menggunakan kardus putih polos/kosong untuk
menjual kembali Otak-otak Bandeng Arif Jaya tersebut. Bapak
Muchsin mendapatkan Otak-otang Bandeng dengan harga reseller
Rp.20.000,- dengan memesan secara online dan mengambil
pesanan di rumah pemilik, pembayarannya dilakukan setelah
beliau menjual Otak-otak Bandeng tersebut dari pasar. Beliau tidak
mengetahui bahwa Serifikat Halal yang dimiliki Otak-otak
Bandeng sudah kadaluarsa, namun beliau tidak seberapa peduli
karena ia menjual Otak-otak Bandeng menggunakan kemasan
kardus kosong tanpa desain. '

3. Mufidah (pembeli) mengatakan :

Ibu Mufidah merupakan pelanggan dari lama Otak-otak
Bandeng Arif Jaya, rumah beliau tak jauh dari rumah pemilik,
ketika memesan beliau kadang datang ke rumah pemilik dan

kadang pula melalui telfon dan saat pesanan jadi beliau akan

'* Khusnul Khotimah, Wawancara, Sidoarjo, 07 Agustus 2021.
"> Muchsin, Wawancara, Sidoarjo, 10 Agustus 2021
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megambil pesanan ke rumah pemilik atau kadang meminta pemilik
mengantarkannya. Pengantaran dilakukan tanpa onkos kirim
karena jarak yang dekat. Otak-otak Bandeng yang dibelinya
beragam, kadang yang utuh dengan harga Rp. 22.000,- dan kadang
potongan dengan harga Rp.11.000,-. Awalnya dirinya tidak tahu
bahwa sertifikat halal milik Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah
habis masa berlakunya, setelah penulis melakukan wawancara dan
memberitahukan bahwa sertifikat halal pada kemasan Otak-otak
Bandeng Arif jaya telah kadaluarsa beliau agak terkejut. namun
beliau percaya sang pemilik menggunakan bahan-bahan yang
didapat secara halal karena ia pelangga dari lama. '

4. Afifah (pembeli) mengatakan :

Sama seperti Ibu Mufidah, Mbak Afifah ini tidak tahu pula
bahwa sertifikat halal tersebut sudah habis masa berlakunya. Mbak
Afifah mengetahui Otak-otak Bandeng Arif Jaya ini dari teman
kerjanya, karena rasanya yang enak akhirnya beliau mendatangi
rumah pemilik Otak-otak Bandeng Arif Jaya untuk memesan
sendiri, beliau biasa membeli Otak-otak Bandeng yang potongan
dengan harga Rp.11.000,-. Ketika penulis datang melakukan

wawancara dan mengatakan bahwa sertifikat halal yang tercantum

pada kemasan sudah kadaluarsa, beliau agak kecewa dan berpikir

' Mufidah, Wawancara, Sidoarjo, 07 Agustus 2021.
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kenapa tidak diperpanjang atau pada kemasan tidak dihapus saja
dan di desain ulang tanpa label halal.'’
5. Asmaul (pembeli) mengatakan :

Berbeda dengan Ibu Mufidah dan Mbak Afifah, Mbak
Asmaul ini mengetahui bahwa serifikat halal milik Arif Jaya telah
kadauarsa, beliau biasa memesan Otak-otak Bandeng melalui
telefon dalam jumlah banyak untuk acara hajatan dengan harga
Rp.11.000,- per ekor. dirinya sudah tahu dari pemilik sendiri yang
mengatakannya saat Mbak Asmaul mengambil pesanan ke rumah,
respon beliau tidak menanggapinya dengan serius karena dirinya
yakin bahwa seluruh kegiatan proses produksi Otak-otak Bandeng
dilakukan secara bersih dan halal, karena mbak Asmaul ini juga

pelanggan lama Otak-otak Bandeng Arif Jaya.'®

Berdasarkan wawancara penulis dengan para pembeli dan reseller,
diantara mereka ada yang merasa tertipu dengan Nomor Sertifikat Halal
yang dimiliki oleh Otak-otak Bandeng Arif Jaya dan mereka memberi
masukan kepada sang pemilik untuk lebih baik menghapus Nomor

Sertifikat Halal yang sudah kadaluwarsa tersebut pada kemasan.

7 Afifah, Wawancara, Sidoarjo, 10 Agustus 2021.
'8 Asmaul, Wawancara, Sidoarjo, 10 Agustus 2021.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TERHADAP SERTIFIKAT HALAL KADALUARSA PADA
OTAK-OTAK BANDENG ARIF JAYA DI DESA KALANGANYAR

KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Praktik Jual Beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya Yang
Sertifikat Halalnya Telah Kadaluarsa
Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam hal
perekonomian Indonesia, salah satunya ialah meminimalisir angka
pengangguran di Indonesia. Di Sidoarjo khususnya di desa Kalanganyar
Kecamatan Sedati, kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM) ini
memprioritaskan usahanya dengan cara memanfaatkan hasil alam yang
ada di daerah tersebut, yaitu ikan bandeng. Ikan bandeng di daerah
tersebut diolah menjadi berbagai macam masakan jadi yang siap disantap
atau bisa juga dijadikan oleh-oleh khas Sidoarjo dan juga dapat pula
dibudidayakan di tambak. Oleh sebab itu mayoritas penduduk desa
Kalanganyar khususnya para wanita yang dulunya hanyalah seorang ibu
rumah tangga, kini dengan adanya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang
dibuat oleh pemerintah membuat mereka lebih diuntungkan sebagai
produsen usaha olahan bandeng.
Salah satu UKM di Desa Kalanganyar yang kegiatan usahanya
dibidang pengolahan ikan bandeng adalah Otak-otak Bandeng Arif Jaya

yang berdiri sejak tahun 2005. Pemilik juga sudah sering mengikuti

70



71

pelatihan binaan yang diadakan oleh pemerintah mengenai produksinya .
hal-hal yang didapat dari hasil pelatihan binaan tersebut salah satunya
ialah mengenai pemasaran produk untuk menarik konsumen. Otak-otak
Bandeng Arif Jaya melakukan kegiatan pemasaran melalui mulut ke mulut
dan juga secara online yaitu melalui whatsapp dan juga instagram. Untuk
proses pesanan pembeli harus memesan jauh-jauh hari minimal satu
minggu dan uang muka 50%. Pembeli dapat memesan langsung dengan
cara datang ke rumah atau melalui kontak yang bisa dihubungi. untuk
proses pengantaran dapat diambil sendiri atau melalui jasa pengantaran
dari pihak Otak-otak Bandeng Arif Jaya atau melalui ojek online yang
mana biaya pengantaran ditanggung oleh pembeli. Untuk pemesanan jarak
jauh, pemilik tidak menggunakan jasa kirim lewat ekspedisi JnT,JNE, Si
Cepat dan sebagainya dikarenakan akan terjadi kerusakan produk ketika
diperjalanan.

Selain pemasaran, proses pengemasan juga menjadi hal yang
penting dalam produksi. Otak-otak Bandeng Arif Jaya dikemas
menggunakan kardus sesuai ukuran Otak-otak Bandeng yang akan dibeli.
Pada kardus tersebut tertera lengkap nama produk, alamat tempat
produksi, kontak yang bisa dihubungi dan juga izin-izin usaha yang telah
dimiliki Otak-otak Bandeng Arif Jaya beserta label halal produk. Namun
label halal yang tertera pada kemasan produk tersebut telah habis masa
berlakunya, Otak-otak Bandeng Arif Jaya memperoleh sertifikat halal pada

02 Desember 2010 dan habis pada 03 Desember 2012, yang mana sang



72

pemilik harus memperpanjang sertifikat halal tersebut. Karena Otak-otak
Bandeng Arif Jaya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) maka sang
pemilik menunggu adanya pengkolektifan pengurusan sertifikat halal yang
diadakan oleh pemerintah.
Berdasarkan mekanisme praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif

Jaya di atas, pemilik tidak memberitahukan kepada para konsumen
mengenai status dari label halal yang telah kadaluarsa tersebut, pemilik
hanya memberitahukannya kepada beberapa pelanggan dan reseller saja.
Sebagian dari para pembeli dan reseller ada yang sudah mengetahui dan
ada yang belum tahu, setelah penulis melakukan wawancara kepada
mereka dan memberitahukan bahwa sertifikat halal yang tercantum pada
produk kemasan telah kadaluarsa, beberapa dari mereka terkejut dan ada
pula yang merasa hal itu tidak terlalu penting, karena mereka tahu bahwa
bahan-bahan yang digunakan dan juga proses yang dilakukan selama
produksi sudah sesuai strandart yang ditentukan oleh pemerintah dan dapat
dikatakan halal. Meskipun begitu, adanya label halal pada kemasan produk
tersebut juga penting dalam proses pemasaran.
. Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Terhadap Sertifikat Halal Kadaluarsa Pada Otak-Otak Bandeng Arif
Jaya Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Kadaluarsa

Pada Otak-Otak Bandeng Arif Jaya Di Desa Kalanganyar

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan ekonomi memegang peranan penting untuk menciptakan

kesejahteraan keadilan dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi
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Islam didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dan
dijadikan sebagai prinsip pokok dalam melakukan kegiatan ekonomi.
Karena setiap kegiatan ekonomi harus mengandung unsur manfaat
dikedua pihak yang melakukan transaksi dan tanpa merugikan salah
satu pihak agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan
yang merata.’

Jual beli menurut bahasa ialah kegiatan tukar menukar barang atas
dasar suka sama suka dengan unsur kerelaan antara pihak-pihak yang
berniaga. Dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya mulai dari
makanan dan minuman, pakaian hinga tempat tinggal maka manusia
memerlukan cara agar orang lain rela menukarkan barang yang
dimiliki dengan alat tukar yang kita punya maka muncullah kegiatan
jual beli ini.* Selain menjadi aktivitas untuk memenuhi kebuthan
sehari-hari, jual beli juga sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT
selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Seorang penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai
barang yang dijualnya, agar pihak yang berniaga sama-sama saling

diuntungkan. Hal ini sesuai hadist berikut :

qa\;j NG }ffc\ LTC! —{,Jw«} alde b S ‘&Ygfhj JG J}i} Zg):\ﬁ-\ Loale L}T o
“Rasulullah saw. bersabda, “sesungguhnya jual beli bisa sah
dengan saling merelakan.” (HR. Ibn Hibban dan Ibnu Majah).’

! Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, Al-Igtishad, Vol.l
No.1 (Januari, 2009), 54.

* Ikit et al, Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 65.

* Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, No. 2269.
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Sebagaimana rukun jual beli menurut beberapa jumhur ulama

yaitu:

a.

b.

Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli)
Adanya barang yang diperjual-belikan
Adanya sighat (1afal ijab dan gabul)

Adanya nilai tukar dalam pengganti barang yang diperjual belikan

Maka berikut penulis jabarkan mengenai rukun dan syarat dalam

praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang Sertifikasi

Halalnya sudah kadaluarsa sebagai berikut :

a.

Ada orang yang berakad (al-muta’aqidin)

Yaitu adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi
dengan orang tersebut memiliki akal sehat dengan keadaan sadar
melakukan jual beli atas dasar unsur suka sama suka dan tidak ada
paksaan dari pihak manapun. Pada praktik jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya baik penjual dan pembeli telah baligh dan
berakal sehat dan dengan keadaan sadar melakukan jual beli atas
dasar suka sama suka.

Ada sighat (lafal ijab dan gabul)

ijab dan gabul harus diucapkan dalam satu majlis. Kerelaan kedua
belah pihak dapat dilihat dari pengucapan ijab dan gabul yang
dilangsungkan. Dalam praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya,
baik penjual dan pembeli telah berada dalam satu majelis saat ijab

dan gabul diucapkan .
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c. Barang yang diperjual-belikan
Terdapat barang yang digunakan sebagai objek jual beli. Pada
praktik ini barang yang diperjual-belikan adalah Otak-otak
Bandeng. Bandeng milik Otak-otak Bandeng yang dimiliki Arif
Jaya merupakan barang milik sendiri yang dibeli pemilik dari
pengepul di pasar, meskipun bandeng adalah bangkai tetapi
bangkai ikan merupakan halal dan dapat diambil manfaatnya.
Dimana syarat barang yang diperjual belikan harus suci dan dapat
diserah-terimakan.

d. Ada nilai tukar barang pengganti.
Penjual menentukan satuan harga terhadap barang yang dijualnya,
dan pembeli membayar kepada penjuan sesuai harga yang
ditentukan oleh penjual. Pada praktik jual beli ini terdapat Otak-
otak Bandeng yang diganti dengan nilai tukar uang. Harga Otak-
otak Bandeng perbijinya ialah Rp.20.000 — Rp.22.000 untuk Otak-
otak Bandeng utuh, dan Rp. 10.000 — Rp. 11.000 untuk Otak-otak
Bandeng potongan. Penyerahan uang dapat dilakukan secara

langsung dan juga melalui transfer ke rekening yang tersedia.

Pada praktik jual beli Otak-otak Bandeng Arif Jaya ini semua
rukun dan syarat sudah terpenuhi, maka akad dari jual beli Otak-otak
Bandeng Arif Jaya sah, namun secara praktiknya, terdapat unsur gharar
atau ketidakjelasan terhadap barang yang diperjual belikan, dimana sang

penjual tidak memberikan informasi mengenai kelengkapan produk yang
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dijualnya yaitu mengenai peletakan Nomor Sertifikat Halal yang telah
kadaluarsa. Maka jual beli yang dilakukan oleh Otak-otak Bandeng Arif
Jaya ini bersifat fasakh (dibatalkan) dimana terdapat hal-hal yang tidak
dibenarkan syara’ seperti terkandung gharar pada objek barang yang
diperjual belikan yaitu nomor sertifikat halal yang tercantum pada
kemasan produk telah kadaluarsa dan penjual tidak memberitahukan hal
tersebut kepada pembelinya. Hal ini sesuai dalam hadist :

A g e e B L o O35 8

“Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar.
(HR. Bukhari Muslim). *

2. Analisis Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Terhadap
Sertifikat Halal Kadaluarsa Pada Otak-Otak Bandeng Arif Jaya

Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah memiliki pengakuan kehalalan
produknya yang dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Halal
MUI oleh BPJH yang dikeluarkan di Surabaya pada 3 Desember 2010
dan seritifikat tersebut telah habis masanya pada 2 Desember 2012.
Melalui  Kep-49/DHN-MUI/V/2021 tentang Perubahan Waktu
Berlakunya Ketetapan Halal Majelis Ulama Indonesia, masa berlaku

Ketetapan Halal menjadi empat tahun dari sebelumnya dua tahun.’

Perolehan Sertifikat Halal Otak-Otak Bandeng Arif Jaya didapatkan

* Muslim bin al-Hajjaj Abu Husein Al-Qusyairi, Shahih Muslim, juz 5. 135

> LPPOM MUIL, “Masa Berlaku Ketetapan Halal MUI Berubah Menjadi 4 Tahun, Bagaimana
Penjelasannya? ”, https://www.halalmui.org/muil4/main/detail/masa-berlaku-ketetapan-halal-mui-
berubah-menjadi-4-tahun-bagaimana-penjelasannya di unduh pad Senin, 15 November 2021 pukul
09.40
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saat ada pengkolektifan oleh Dinas Perdagangan pada waktu itu, jadi
semua biaya ditanggung oleh pemerintah tersebut. Pelaku Usaha hanya
menyerahkan dokumen yang di dalamnya termuat data pelaku usaha,
nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta
proses pengolahan produk.

Sebelum diterbitkannya Sertifikat Halal diadakan pemeriksaan dan
pengujian terhadap produk yang akan diteliti. Bahan dan alat menjadi
faktor utama dalam kehalalan suatu produk. Sebagaimana pada Pasal

17 ayat (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan:

Pasal 17
(2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
a. Hewan;
b. Tumbuhan;

c. Mikroba; atau
d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses
biologi, atau proses rekayasa genetik.

Bahan utama pembuatan Otak-Otak Bandeng Arif Jaya adalah ikan
bandeng. Pemilik memperoleh ikan bandeng dengan cara dibelinya
dari pengepul ikan bandeng yang ada di pasar. Meskipun ikan
bandeng yang dibelinya dalam keadaan mati dan menjadi, namun
menurut syariat Islam terdapat dua bangkai binatang yang dinyatakan
halal dalam Al-Quran yaitu bangkai ikan dan belalang. Selain
dijelaskan dalam Al-Quran, Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014 juga menyebutkan mengenai hewan yang digunakan
dalam produk makanan yaitu “Hewan yang digunakan sebagai produk

wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah
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kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner”. Meskipun
dalam keadaan mati, namun ikan bandeng tetap memiliki berbagai

kandungan yang baik dan menyehatkan bagi tubuh manusia.

Selain ikan bandeng bahan pelengkap Otak-Otak Bandeng Arif
Jaya lainnya seperti kelapa, telur dan rempah-rempah juga halal
didapatkannya. Proses pengolahan yang dilakukan pun juga sesuai
dengan yang disebutkan di dalam Pasal 21-23 Undang-undang Nomor
33 Tahun 2014. Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah dinyatakan Halal

dalam proses ini yang dibuktikannya dengan Sertifikat Halal.

Berdasarkant Pasal 42 ayat (1) Undang-undang No. 33 Tahun 2014
jangka waktu berlakunya serfifikat halal yaitu hanya 4 (empat) tahun.
Biaya yang cukup mahal dalam proses perpanjangan sertifikat halal
membuat pemilik untuk sementara tidak memperpanjang Sertifikat
Halal tersebut. Karena Otak-otak Bandeng Arif Jaya merupakan
sebuah UKM yang mana pemilik lebih baik menunggu adanya
pengkolekifan yang diadakan oleh pemerintah dan tetap
mencantumkan Nomor Sertifikat Halal yang lama pada label kemasan

produknya.

Dalam hal ini Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal
27 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana dapat dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif

atau pencabutan sertifikat halal. Para reseller dan pembeli yang
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mengetahui masalah ini sudah mencoba untuk mengingatkan dan
memberi saran kepada sang pemilik ntuk mengahapus nomor sertifikat
halal yang ada pada kemasan produk, namun sang pemilik lebih
memilih untuk membiarkan karena nantinya akan menyulitkan pihak

desain kemasan untuk mengubah desainnya lagi.

Apabila dilihat dari segi hukum perjanjian, dimana syarat sah

sebuah perjanjian diantaranya yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Syarat sah ini mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak
yang melakukan perjanjian, dalam praktik jual beli otak-otak
bandeng Arif Jaya pihak yang melakukan perjanjian ialah
penjual, pembeli dan reseller.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan
Kecakapan dalam hal ini merupakan siapa yang dapat dan
boleh bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan
hukum yang membawa akibat hukum, dimana para pelaku
yang terlibat perjanjian pada syarat sah yang pernah telah
dianggap cakap hukum.

c. Suatu hal tertentu
Dapat disebut sebagai prestasi yang menjadi pokok perjanjian
yang bersangkutan. Dalam hal ini prestasi yang digunakan
yaitu Otak-otak Bandeng Arif Jaya

d. Suatu sebab yang hal
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Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena
sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai
kekuatan (hukum).

Apabila dilihat dari syarat sah sebuah adanya perjanjian di atas,
Otak-otak Bandeng Arif Jaya yang dimana penjual menjual sebuah
prestasi berupa Otak-otak Bandeng yang sertifikat halalnya telah
kadaluarsa dan tidak memberitahukan hal ini kepada para pembeli.
Dalam hal ini pemilik dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum yang
dilakukan oleh seorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan
akibat yang merugikan pihak lain. Disini pihak yang dirugikan ialah
para pembeli, sebab mereka telah mempercayakan bahwa Otak-otak
Bandeng ini halal dengan dibuktikan adanya Sertifikat Halal yang ada
pada kemasan produk, tetapi sertifikat halal tersebut telah kadaluarsa.
Meskipun dari segi bahan yang digunakan dalam pembuatan Otak-

otak Bandeng ini halal tapi pembeli/konsumen merasa dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telahdiuraikan oleh penulis di atas,

maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan

masalah sebagaimana berikut:

1.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh Otak-otak Bandeng Arif Jaya di
Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan
jual beli olahan ikan bandeng yang diolah berama kelapa, telur, gula
dan rempah-rempah. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara
pemesanan terlebih dahulu, bisa melalui kontak dan alamat yang
tertera pada kemasan produk. Pembayaran yang dilakukan dengan
membayar uang muka 50% dari jumlah pesanan. Pesanan >100 ekor
bisa diantarkan tergantung jauh dekatnya lokasi pengantaran.
Pengiriman tidak menggunakan jasa kirim seperti JNT, JNE dan
sebagaimana dikarenakan akan berpengaruh pada bentuk dan rasa dari
Otak-otak Bandeng.

Berdasarkan praktik jual beli yang dilakukan oleh Otak-otak Bandeng
Arif Jaya di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
dalam hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli namun
terdapat ke-gharar-an pada Sertifikat Halal yang dimiliki Otak-otak
Bandeng Arif Jaya karena telah kadaluarsa. Maka dapat dikatakan

bahwa praktik jual beli Otak-otak Bandeng ini ialah fasakh. Namun,

71
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dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 33 tahun 2014 mengenai bahan
yang digunakan dalam proses pembuatan produk, Otak-otak Bandeng
Arif Jaya telah menggunakan bahan sesuai yang dijelaskan dalam
Undang-undang tersebut dan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran
dimana Otak-otak Bandeng Arif Jaya menggunakan bahan hewani
yang halal yaitu ikan bandeng dan bahan pelengkap lainnya dari
tumbuh-tumbuhan seperti kelapa dan rempah-rempah yang didapatkan
pemilik secara halal. Dalam hal ini praktik jual beli Otak-otak Bandeng
Arif Jaya sah dan halal berdaarkan komposisi yang digunakan pada
produk. Tetapi Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melanggar Pasal 27
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 akibat dari tidak
memperpanjang Sertifikat Halal yang kadaluarsa dan dapat dikenai
sanksi administratif. Jika dilihat dari segi hukum perjanjian, pemilik
Otak-otak Bandeng Arif Jaya telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum. Disini pihak yang dirugikan ialah para pembeli, sebab mereka
telah mempercayakan bahwa Otak-otak Bandeng ini halal dengan
dibuktikan adanya Sertifikat Halal yang ada pada kemasan produk,
tetapi sertifikat halal tersebut telah kadaluarsa. Meskipun dari segi
bahan yang digunakan dalam pembuatan Otak-otak Bandeng ini halal

tapi pembeli/konsumen merasa dirugikan.
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B. Saran

Dari hasil penelitian yang dipaparkan oleh penulis di atas, berikut

saran-saran yang dapat diberikan:

1.

Kepada  Pelaku  Usaha, hendaknya segera  mendaftarkan
ulang/memperpanjang  Sertifikat Halal pada produk. Apabila
menunggu pengkolektifan maka sebaiknya label halal yang ada pada
kemasan produk sebaiknya dihapus saja.

Kepada konsumen, diharapkan untuk lebih teliti dalam memahami dan

membaca label pangan yang ada pada kemasan produk.

. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan untuk dimanfaatkan pada penelitian selanjutnya, khususnya

mengenai jual beli produk yang sertifikat halalnya sudah kadaluarsa.
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